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Abstrak
 

Penelitian ini membahas mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan dalam permohonan pernyataan pailit

perusahaan asuransi. Permasalahan yang menjadi fokus penelitian yaitu peraturan di Indonesia yang

mengatur tentang pengajuan permohonan pernyataan pailit perusahaan asuransi dan pertimbangan OJK

dalam mengajukan atau tidak mengajukan permohonan pernyataan pailit perusahaan asuransi studi kasus PT

AJ BAJ dan PT AJK. Metode penelitian tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode

pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menyatakan bahwa peraturan

perundang-undangan dan putusan pengadilan di Indonesia mengatur permohonan pernyataan pailit

perusahaan asuransi merupakan kewenangan dari Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga permohonan pernyataan

pailit yang diajukan oleh pihak selain OJK haruslah ditolak Pengadilan. OJK dalam mengajukan

permohonan pailit PT AJBAJ dilandasi pertimbangan untuk melindungi konsumen dan menjaga

kepercayaan masyarakat terhadap usaha perasuransian sehingga terhadap PT AJ BAJ yang memenuhi Pasal

2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 dan melanggar peraturan di bidang perasuransian, OJK melakukan

permohonan pailit. Sedangkan untuk PT AJK, OJK menolak mengajukan permohonan pailit dengan

pertimbangan walaupun telah terpenuhi syarat untuk dipailitkan namun OJK mempertimbangkan dampak

ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap usaha perasuransian serta pertimbangan bahwa PT AJK

sedang melakukan upaya penyehatan keuangan. Saran yang penulis ajukan bahwa kreditor, debitor dan

pengadilan niaga harus memegang teguh bahwa kewenangan pengajuan permohonan pernyataan pailit

merupakan kewenangan OJK dan hal tersebut tidak dapat disimpangi. Selain itu OJK seharusnya

menetapkan batasan indikator mengenai dampak terhadap perekonomian dan menjaga kepercayaan

sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 55 ayat (1) huruf f angka 1 POJK No. 28 Tahun 2015. 

......This study examines the function of the Financial Services Authority in the application for bankruptcy

statements of insurance companies. The focus of this research is related to the regulations in Indonesia that

regulate the filing of applications for bankruptcy statements for insurance companies and the OJK's

considerations in the application submission related to bankruptcy statements for insurance companies by

using the case studies of PT AJ BAJ and PT AJK. Normative legal research uses library research and

interview data collection methods utilized as a research method. The study's findings indicate that

Indonesia's Financial Services Authority has jurisdiction over the laws, rules, and court rulings concerning

applications for bankruptcy declarations for insurance companies. As a result, the Court must reject the

application for a bankruptcy declaration made by partakers other than the OJK. To protect consumers and

preserve public confidence in the insurance industry, OJK filed a petition for bankruptcy on behalf of PT AJ

BAJ, which complies with Article 2 Paragraph 1 of Law No. 37 of 2004 and violates the insurance industry
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rules. As for PT AJK, OJK declined to file for bankruptcy though the bankruptcy requirements are met, OJK

considers the economic impact, public confidence in the insurance business, and the fact that PT AJK is

undergoing financial restructuring measures. According to the author, the OJK's jurisdiction grants an

inviolable petition for bankruptcy, which creditors, debtors, and commercial courts must uphold.

Furthermore, as mentioned in the explanation of Article 55 paragraph (1) Letter F Number 1 POJK Number

28 of 2015, OJK should define indicator limitations while keeping the economy in mind and upholding trust.


